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Abstrak
 
Pembinaan melalui rehabilitasi sosial eks Wanita Tunasusila (WTS) di Kabupaten Karawang adalah 
salah satu program pemerintah untuk mengatasi fenomena prostitusi, berdasarkan data dari 
berdasarkan Pencapaian Kinerja Dinsos Kabupaten Karawang pada tahun 2020 berjumlah 50 
orang yang menjadi WTS di lokalisasi legal maupul illegal, tujuan program ini adalah terbinanya 
para penyandang masalah tunasusila menjadi berkemampuan dan berkemauan untuk 
mengembalikan harga diri, kepecayaan diri, dan tanggungjawab sosial dalam menjalankan fungsi 
sosialnya secara wajar melaui pembinaan fisik, mental dan pelatihan keterampilan, dalam hal 
tersebut peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kulitatif, teknik penggunaan 
data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan menunjukan bahwa program pembinaan melalui rehabilitasi cukup efektif tetapi 
perlu ada perbaikan untuk program selanjutnya, seperti halnya lebih meningkatkan koordinasi 
dengan instansi terkait dalam hal perencanaan program, penyediaan fasilitas, penyediaan trainer, 
pendanaan, maupun dalam hal pengawasan program juga perlu meningkatkan kerjasama dengan 
masyarakat setempat untuk pemantauan klien yang dibina.  
 
 















Coaching through social rehabilitation of ex-Tunasusila Women (WTS) in Karawang Regency is one 
of the government programs to overcome the phenomenon of prostitution, based on data from 
based on the Achievement of Performance dinsos Karawang district in 2020 numbered 50 people 
who became WTS in the legal localization maupul illegal, the purpose of this program is the 
development of people with problems tunasusila become capable and willing to restore self-
esteem, self-confidence , and social responsibility in carrying out its social functions reasonably 
through physical coaching, mental and skills training, in which case researchers use descriptive 
approaches with skin methods, data usage techniques using observations, interviews and 
documentation. Based on the results of the research conducted shows that the program of 
coaching through rehabilitation is quite effective but there needs to be improvement for the next 
program, as well as further improving coordination with the relevant agencies in terms of program 
planning, provision of facilities, provision of trainers, funding, and in terms of program supervision 
also need to increase cooperation with the local community for monitoring of fostered clients. 
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PENDAHULUAN 
Keberhasilan dari suatu pembangunan 
daerah tidak hanya dilihat dari segi fisiknya 
saja namun harus dilihat dari segi non fisik, 
salah satu diantaranya adalah kesejahteraan 
sosial. Salah satu tanda dari keberhasilan 
pembangunan di bidang kesejahteraan 
sosial yakni adanya peningkatan kualitas 
hidup yang layak dan bermartabat serta 
terpenuhinya kebutuhan dasar dari individu, 
kelompok dan masyarakat. Kesejahteraan 
sosial merupakan keadaan terpenuhinya 
kebutuhan hidup yang layak bagi 
masyarakat, sehingga mampu 
mengembangkan diri dan dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya.  
Kesejahteraan sosial sangat penting 
untuk diperhatikan dan dijadikan fokus 
pemerintah karena hal ini sangat 
berpengaruh terhadap pembangunan suatu 
daerah. Dampak yang akan ditimbulkan dari 
kurangnya perhatian pemerintah terhadap 
kesejahteraan sosial adalah terjadinya 
kesenjangan sosial dalam masyarakat yang 
membuat perbedaan yang sangat jelas, 
atau suatu situasi dapat ditafsirkan di mana 
orang kaya mengambil posisi yang lebih 
tinggi dan lebih kuat daripada orang miskin. 
(Century, 2009).  
Penanganan masalah sosial yang tidak 
tuntas akan menimbulkan masalah 
kesejahteraan sosial yang semakin 
kompleks. Kesejahteraan sosial merupakan 
suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan 
hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga 
mampu mengembangkan diri dan dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu 
dari beberapa yang menjadi urusan 
Pemerintah Daerah pada skala 
Kabupaten/Kota, yang peneliti kaji dalam 
penelitian ini berkenaan dengan 
penanggulangan masalah sosial di 
Kabupaten Karawang. Terkait hal itu, di 
kabupaten Karawang dengan semakin 
meningkatnya jumlah Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan fakta 
yang tak terbantahkan seiring dengan 
menguatnya peran Kabupaten Karawang 
sebagai pusat pertumbuhan sosial dan 
ekonomi regional, dimana akses terhadap 
penguasaan ekonomi semakin kompetitif. 
Salah satu indikator dari PMKS adalah masalah 
Tunasusila yang mana tunasusila merupakan 
masalah yang kompleks karena merupakan 
pelanggaran norma sosial, agama, gangguang 
ketertiban dan kecenderungan meningkatnya 
penyimpangan seksual.  
Di kabupaten karawang, masalah 
tunasusila berada pada tingkatan yang lebih 
tinggi ketimbang masalah sosial lainnya, 
seperti masalah tindak kekerasan yang 
mencapai 25 orang pada tahun 2016 hingga 
tahun 2018 dan lebih tinggi dari masalah 
gelandangan dan pengemis yang hanya 
mencapai 30 orang dari tahun ke tahun hingga 
saat ini. Sedangkan masalah tunasusila 
mencapai 50 orang di setiap tahunnya.  
Untuk menyadarkan seorang tunasusila 
maka dibutuhkan peran pemerintah terkait 
keberlangsungan hidup masyarakatnya 
terutama dalam menangulangi masalah sosial 
khusussnya permasalahan tunasusila sehingga 
mengurangi peningkatan kasus prostitusi di 
wilayah kabupaten Karawang. 
Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial kabupaten Karawang terhadap eks 
penyandang penyakit sosial yaitu rehabilitasi 
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
dan perlindungan sosial. Satu dari sekian 
banyak upaya untuk mengatasi masalah wanita 
tunasusila adalah melalui program pembinaan 
dengan Pelatihan Vokasional Dan Pembinaan 
Kewirausahaan yang dilakukan oleh dinas 
sosial kabupaten Karawang yang tercantum 
dalam Peraturan Daerah  nomor 8 tahun 2012 
pada pasal (14) ayat (1) yang menyatakan 
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kewirausahaan sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan 
pelatihan kepada PMKS agar memiliki 
keterampilan vokasional yang memadai 
untuk meningkatkan serta mengembangkan 
kemampuan dan keterampilan. Tunasusila 
merupakan salah satu Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 
menerima pelatihan vokasional dan 
pembinaan kewirausahaan. Selain menerima 
bimbingan dalam bentuk pelatihan 
vokasional dan pembinaan kewirausahaan, 
para WTS yang dibina oleh Dinas Sosial 
Kabupaten Karawang akan menerima 
bimbingan mental dan spiritual, bimbingan 
fisik, dan bimbingan sosial. 
Dengan adanya program Pembinaan 
Eks Penyandang Penyakit Sosial Wanita 
Tunasusila di Kabupaten Karawang, maka 
dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis 
program tersebut untuk mengetahui 
keberhasilan dari progam yang telah dibuat 
dengan menggunakan teori evaluasi dari 
William N. Dunn yang mana untuk 
mengevaluasi terdapat 6 kriteria sebagai 
indikator keberhasilan dari suatu 
program/kebijakan. Kriteria yang dimaksud 
yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, 
Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.  
1. Efektivitas 
kriteria ini digunakan untuk menilai 
apakah suatu kebijakan atau program yang 
telah diterapkan berhasil mencapai target 
atau tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas 
yang secara dekat berhubungan dengan 
rasionalitas teknis selalu diukur dari unit 
produk atau layanan atau nilai moneternya 
2. Efisiensi 
Kriteria ini digunakan untuk mencari 
tahu perbandingan antara input, output 
maupun outcame dari suatu kebijakan atau 
program, efisiensi berkenaan dengan usaha 
yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat 
efektivitas tertentu. 
3. Kecukupan 
Kriteria ini digunakan untuk melihat 
sejauh mana kebijakan atau program maupun 
memecahkan permasalahan yang ada secara 
tepat dan akurat. Kriteria ini menekankan pada 
kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan 
dan hasil yang diharapkan 
4. Perataan 
Kriteria ini digunakan untuk mencari tahu 
apakah biaya dan manfaat dari kebijakan atau 
program yang telah diterapkan telah 
terdistribusi secara merata/proporsional 
kepada setiap stakeholder yang terlibat. 
5. Responsivitas 
Kriteria ini digunakan untuk menilai 
apakah hasil dari kebijakan atau program yang 
diterapkan sudah sesuai dengan kebutuhan, 
preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok 
yang terlibat dalam kebijakan atau program 
yang bersangkutan. Kriteria ini menanyakan 
pertanyaan praktis apakah kriteria efektivitas, 
efisiensi, kecukupan, dan kesamaan secara 
nyata mencerminkan kebutuhan, preferensi, 
dan nilai dari kelompok- kelompok tertentu.  
6. Ketepatan 
Kriteria ini digunakan untuk menilai 
apakah hasil (tujuan) dari kebijakan atau 
program yang diterapkan memberikan manfaat 
bagi seluruh masyarakat. Ketepatan merujuk 
pada nilai atau harga dari tujuan program dan 




Metode yang dilakukan oleh peneliti 
dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dengan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan secara 
triangulasi (gabungan). Untuk pengumpulan 
data dilakukan berbagai cara, diantaranya 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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primer dan data sekunder. Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan reduksi data, penyajian data 
dengan teks, dan penarikan simpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kabupaten Karawang merupakan 
daerah yang memiliki masalah sosial yang 
tinggi, Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial berupa tunasusila merupakan 
masalah yang sulit untuk dihilangkan, 
namun pemerintah kabupaten Karawang 
melalui Dinas Sosial memiliki cara untuk 
mengatasi masalah tunasusila ini dengan 
cara membuat suatu program Pembinaan 
dengan Pelatihan Vokasional Dan 
Pembinaan Kewirausahaan yang bertujuan 
agar eks WTS dapat dan mampu keluar dari 
dunia prostitusi dan memiliki keterampilan 
sebagai bekal kehidupan yang lebih layak 
dan dapat menjalankan fungsi sosialnya di 
masyarakat. Dalam pelaksanaan program 
tersebut, Eks WTS diberikan pembinaan 
berupa bimbingan materi, bimbingan 
kesehatan dan bimbingan Pelatihan 
Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan. 
Selama program pembinaan 
Dengan adanya program ini, maka 
peneliti tertarik melakukan evaluasi terkait 
program Pembinaan Eks Penyandang 
Penyakit Sosial Wanita Tunasusila di 
Kabupaten Karawang pada tahun 2020 
dengan menggunakan teori dari William N. 
Dunn yang memiliki 6 kriteria untuk 
mengevaluasi suatu program/kebijakan. 
Yaitu Efektifitas, Esifiensi, Kecukupan, 







1. Efektivitas Dari Program Pembinaan 
Eks Penyandang Penyakit Sosial 
Wanita Tunasusila Di Kabupaten 
Karawang tahun 2020 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang 
mengandung pengertian dicapainya 
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan (Dunn, 2003). Maka dari itu, 
kriteria ini digunakan untuk menilai apakah 
suatu kebijakan atau program yang telah 
diterapkan berhasil mencapai target atau 
tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari 
dibuatnya program ini adalah untuk 
menjadikan Eks Wanita Tunasusila sebagai 
masyarakat yang bermoral dan 
mengembalikan harga diri, kepecayaan diri, 
serta tanggungjawab sosial dalam 
menjalankan fungsi sosialnya menjadi lebih 
baik sehingga dapat kembali ke masyarakat 
dengan akhlak yang baik lagi. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, Dinas Sosial kabupaten 
Karawang membuat suatu program 
pembinaan terhadap WTS.  
Dalam program pembinaan tersebut, 
para WTS mendapatkan bimbingan berupa 
bimbingan spiritual, bimbingan sosial, dan 
bimbingan keterampilan. Para Eks WTS ini 
diberikan bimbingan keterampilan berupa 
menjahit, memasak dan membuat pernak-
pernik lainnya sehingga para Eks WTS ini 
sudah memiliki bekal keterampilan setelah 
selesainya pembinaan yang diterima sebagai 
bekal untuk membuat usaha sendiri. Tujuan 
diberikannya pembekalan berbagai bimbingan 
agar para Eks WTS ini dapat keluar dari dunia 
prostitusi. Dalam pelaksanaan program 
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 
Wanita Tunasusila ini belum mencapai target 
sesuai yang telah direncanakan oleh Dinas 
Sosial kabupaten Karawang, Terkait 
perencanaan program Pembinaan Eks 
Penyandang Penyakit Sosial Wanita Tunasusila 
kabupaten karawang telah menargetkan 
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untuk dibina dan telah terealisasikan 
sebanyak 20 orang pada tahun 2020 karena 
pendanaan yang kurang memadai sesuai 
dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi 
Rehabilitasi Sosial Dan Penyalahgunaan 
Napza.  
Untuk mencapai tujuan yang telah 
direncanakan, program ini belum begitu 
efektif karena pada kenyataaya masih ada 
EKS WTS yang telah di bina oleh Dinas 
Sosial kabupaten Karawang kembali ke 
jalan yang salah seperti yang diungkapkan 
oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas 
Sosial Kabupaten Karawang. Dengan 
begitu, maka dapat dikatakan bahwa 
program pembinaan yang dilakukan oleh 
dinas sosial masih kurang efektif untuk 
menertibkan masyarakat dan 
mengembalikan para WTS ke jalan yang 
benar. 
2. Efisiensi Dari Program Pembinaan 
Eks Penyandang Penyakit Sosial 
Wanita Tunasusila Di Kabupaten 
Karawang tahun 2020 
Efisiensi akan terjadi jika penggunaan 
sumber daya diberdayakan secara optimum 
sehingga suatu tujuan akan tercapai. 
Efisiensi berkenaan dengan usaha yang 
diperlukan untuk menghasilkan tingkat 
efektivitas tertentu. Dalam pelaksanaan 
Program Pembinaan Eks Penyandang 
Penyakit Sosial Wanita Tunasusila ini 
memerlukan biaya yang cukup besar karena 
selain melakukan pembinaan berupa 
bimbingan mental dan bimbingan sosial, 
Dinas Sosial kabupaten Karawang pun 
melakukan bimbingan berupa keterampilan 
agar Eks Wanita Tunasusila ini setelah 
dilakukannya pembinaan dapat melakukan 
hal yang lebih positif untuk mendapatkan 
atau bahkan membuka lahan pekerjaan 
dengan mempraktekan hasil pembekalan 
keterampilan yang telah diberikan oleh 
Dinas Sosial kabupaten Karawang selama 
pembinaan. Maka dari itu dibutuhkannya 
sarana dan prasarana yang memadai. Dalam 
proses pembinaan yang dilakukan hanya 
selama 3 hari, ini tidak dapat dikatakan efisien 
untuk merubah perilaku WTS untuk 
meninggalkan dunia prostitusi sebab dalam 3 
hari mereka para WTS dibekali bimbingan 
mental (pemeriksaan kesehatan), bimbingan 
sosial (pembinaan berupa materi) di hari 
pertama bimbingan, kemudia di hari kedua 
dilakukan bimbingan berupa pengenalan 
keterampilan dan di hari ketiga dilakukan 
bimbingan berupa praktek pembuatan 
keterampilan. Pada setiap tahunnya, 
Pelaksanaan Program Pembinaan ini dilakukan 
dengan batasan jumlah Eks Wanita Tunasusila 
dan batasan hari untuk bimbingan, hal ini 
disesuai dengan anggaran yang didapatkan 
dari dana APBD yang mana jumlah anggaran 
yang didapat setiap tahunnya berbeda yaitu 
sebanyak … pada tahun 20.. dan sebanyak … 
pada tahun 20… 
Selain dengan biaya yang dibutuhkan, 
untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan juga 
sumberdaya manusia yang optimal. Namun 
karena kurangnya SDM, Dinas Sosial bekerja 
sama dengan lintas sektoral seperti pihak 
Kepolisian dan SATPOL PP dalam melakukan 
Razia, penertiban lokasi yang dijadikan sebagai 
tempat prostitusi dan memberikan pembinaan 
dibidang hukum, kemudian bekerja sama 
dengan Dinas Kesehatan dalam bidang binaan 
kesehatan untuk memberikan pembekalan 
dibidangnya masing-masing serta dilakukan 
juga pengecekan kesehatan. Dan bekerja sama 
dengan pihak KUA dalam pemberian bimbingan 
rohani seperti yang diungkapkan oleh Kasi 
Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban 
Penyalahgunaan Napza bahwa memang Dinas 
Sosial kabupaten Karawang ini masih kurang 
dari segi sumber daya manusia (SDM) yang 
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3. Kecukupan Dari Program 
Pembinaan Eks Penyandang 
Penyakit Sosial Wanita 
Tunasusila Di Kabupaten 
Karawang tahun 2020  
Kecukupan dalam kebijakan publik 
dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai 
sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai 
hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa 
kecukupan (adequacy) berkenaan dengan 
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 
memuaskan kebutuhan, nilai, atau 
kesempatan yang menumbuhkan adanya 
masalah (Dunn, 2003).  
Dalam pelaksanaan Program 
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 
ini Dinas Sosial telah melaksanakannya 
dengan baik hanya saja dalam jumlah 
penerimaan untuk pembinaan Eks Wanita 
Tunasusila ini masih dibilang kurang efektif 
karena dari jumlah Wanita Tunasusila yang 
terdata pada Badan Pusat Stastistik 
Kabupaten Karawang pada tahun 2016 
berjumlah 158 orang sedangkan untuk yang 
mendapatkan layanan rehabilitasi, Dinas 
Sosial hanya menampung sebanyak 50 
orang. Sedangkan pada tahun 2020 Dinas 
Sosial hanya menampung sebanyak 30 
orang karena anggaran yang dibilang 
kurang memadai. Pada Renja Dinas Sosial, 
untuk pembinaan Eks WTS dibutuhkan dana 
sebesar Rp. 48.250.000,- untuk 100 orang. 
Namun pada realisasinya, dana yang 
didapatkan dari APBD hanya untuk 30 
orang. 
Menurut keterangan dari Kasi Rehsos 
dinas Sosial dana yang didapat dengan 
jumlah tersebut memang sangat kurang 
untuk kebutuhan pembinaan eks WTS. 
Dengan anggaran yang terbilang kurang, 
maka pelaksanaan program pembinaan Eks 
Penyandang Penyakit Sosial Wanita 
Tunasusila ini dikatakan masih kurang 
mencukupi untuk Keefektifan dan Efisiensi 
dalam pencapaian tujuannya yaitu mengurangi 
fenomena prostitusi dan mengembalikan para 
WTS ke jalan yang benar dan menjalankan 
fungsi sosialnya dengan baik. 
 
4. Perataan Dari Program Pembinaan 
Eks Penyandang Penyakit 
Sosialee`a Wanita Tunasusila Di 
Kabupaten Karawang tahun 2020 
William N. Dunn menyatakan bahwa 
kriteria Perataan erat berhubungan dengan 
rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk 
pada distribusi akibat dan usaha antara 
kelompok-kelompok yang berbeda dalam 
masyarakat. 
Dalam dimensi ini, usaha yang 
dilakaukan oleh Dinas Sosial Kabupaten 
Karawang terhadap 20 orang klien yang dibina 
dalam proses rehabilisasi ini berjalan dengan 
adil dan merata yang mana setiap klien 
diberikan pembekalan yang sama dengan 
jumlah yang sama seperti dalam pembuatan 
keterampilan menjahit, setiap klien diberikan 1 
mesin jahit beserta alat dan bahan yang 
lainnya. Setelah selesai dilakukannya 
pembinaan oleh Dinas Sosial Kabpaten 
Karawang, alat untuk pembuatan keterampilan 
diberikan kepada setiap kliennya untuk 
dipergunakan sebagai modal yang diberikan 
oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang 
mana bertujuan agar para Eks WTS tidak 
kembali ke dunia prostitusi. Maka dari itu, 
dalam dimensi perataan, upaya pelayanan 
yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten 
Karawang dapat dikatakan merata karena 
dapat membantu klien untuk mewujudkan 
tujuan Program pembinaan yang telah 
direncanakan oleh Dinas Sosial yaitu 
menjadikan Eks Wanita Tunasusila sebagai 
masyarakat yang bermoral dan mengembalikan 
kehidupannya agar lebih baik sehingga dapat 
kembali ke masyarakat dengan akhlak yang 
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5. Responsivitas Dari Program 
Pembinaan Eks Penyandang 
Penyakit Sosial Wanita 
Tunasusila Di Kabupaten 
Karawang tahun 2020 
Responsivitas dalam kebijakan publik 
berarti tanggapan sasaran kebijakan publik 
atas penerapan suatu kebijakan. Menurut 
William N. Dunn responsivitas 
(responsiveness) berkenaan dengan 
seberapa jauh suatu kebijakan dapat 
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau 
nilai kelompok-kelompok masyarakat 
tertentu (Dunn, 2003) Keberhasilan 
kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan 
masyarakat atas pelaksanaannya setelah 
terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang 
akan terjadi jika suatu kebijakan akan 
dilaksanakan. Tanggapan masyarakat 
setelah dampak kebijakan sudah mulai 
dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang 
positif berupa dukungan ataupun wujud 
yang negatif berupa penolakan. 
Tidak semua masyarakat dapat 
menerima kembali mantan atau Eks Wanita 
Tunasusila sebab stigma masyarakat terkait 
Wanita Tunasusila sudah melekat di pikiran 
masyarakat bahwa Wanita Tunasusila 
merupakan wanita yang berperilaku kotor 
dan tidak pantas untuk kembali hidup 
bersosialisasi di masyarakat. Maka dari itu, 
Dinas Sosial kabupaten Karawang 
memberikan pembekalan dengan 
pembinaan baik secara mental, kesehatan, 
maupun pembekalan berupa keterampilan 
agar saat Eks Wanita Tunasusila ini dapat 
kembali ke masyarakat dan meninggalkan 
dunia prostitusi sehingga tingkat fenomena 
prostitusi yang terjadi dikabupaten terus 
berkurang sesuai dengan tujuan dari 
program pembinaan yang telah dibuat oleh 
Dinas Sosial kabupaten karawang. 
 
6. Ketepatan Dari Program Pembinaan 
Eks Penyandang Penyakit Sosial 
Wanita Tunasusila Di Kabupaten 
Karawang tahun 2020 
Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan 
program dan pada kuatnya asumsi yang 
melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. 
Dunn menyatakan bahwa kelayakan 
(Appropriateness) adalah kriteria yang dipakai 
untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk 
dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah 
hasil dari alternatif yang direkomendasikan 
tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. 
Kriteria kelayakan dihubungkan dengan 
rasionalitas substantif, karena kriteria ini 
menyangkut substansi tujuan bukan cara atau 
instrumen untuk merealisasikan tujuan 
tersebut” (Dunn, 2003). Artinya ketepatan 
dapat diisi oleh indikator keberhasilan 
kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak 
lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya 
baik dampak tak terduga secara positif 
maupun negatif atau dimungkinkan alternatif 
lain yang dirasakan lebih baik dari suatu 
pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa 
lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.  
Dalam mengurangi angka prostitusi di 
kabupaten Karawang, menurut saya program 
ini sudah tepat karena tujuan dari diadakannya 
program ini adalah memberikan bimbingan dan 
keterampilan sebagai bekal untuk melanjukan 
kehidupannya yang lebuh baik sehingga dapat 
merubah kehidupan dan perilakunya menjadi 
lebih bermoral dan bisa kembali bersoisalisasi 
dengan masyarakat, walaupun ada beberapa 
yang kembali ke dunia prostitusi karena faktor 
ekonomi, pendidikan dan lingkungan seperti 
yang dikatakan oleh kepala seksi rehabilitasi 
sosial dan penyalahgunaan napza bahwa ada 
saja klien yang sudah pernah dibina oleh Dinas 
Sosial namun kemudian kembali terjangkit 








Nadia Anggraeni, Haura Attahara, Dadan Kurniansyah, Evaluasi Program Pembinaan Eks Wanita 
Tunasusila di Kabupaten Karawang Tahun 2020 
 
KESIMPULAN 
Prostitusi dan pelacuran merupakan 
masalah sosial yang cukup kompleks hal 
tersebut dipengaruhi dari bebagai faktor 
seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan 
dan tidak memiliki keahlian. Salah satu 
usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten Karawang untuk mengatasi 
masalah sosial ini dengan membuat suatu 
program pembinaan dengan Pelatihan 
Vokasional Dan Pembinaan Kewirausahaan 
yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten 
Karawang. Tujuan dari program ini adalah 
terbinanya para penyandang masalah 
tunasusila menjadi berkemampuan dan 
berkemauan untuk mengembalikan harga 
diri, kepecayaan diri, dan tanggungjawab 
sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya 
secara wajar melaui pembinaan fisik, mental 
dan pelatihan keterampilan. Dari enam 
dimensi dalam penelitian ini, peneliti 
menyimpulkan bahwa program Pembinaan 
Eks Penyakit Sosial Wanita Tunasusila yang 
dijalan oleh Dinas Sosial kabupaten 
karawang sudah tepat karena pada 
prinsipnya program ini dibuat untuk 
membina para wanita yang menjalankan 
prostitusi di kabupaten Karawang dan dapat 
kembali berkehidupan sosial di masyarakat 
tanpa adanya diskriminasi, walaupun dalam 
proses pelaksanaannya masih kurang 
karena belum sesuai dengan jumlah target 
binaan yang telah direncanakan pada tahun 
2020. Dimana dalam hal tersebut Dinas 
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